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Pendahuluan

Latar Belakang

• Perkembangan teknologi finansial mendorong penggunaan robot trading dalam kegiatan
investasi digital. Robot trading bekerja menggunakan algoritma yang dapat melakukan transaksi
secara otomatis. Dalam praktiknya, perjanjian robot trading sering memuat klausula eksonerasi
yang membatasi atau menghapus tanggung jawab penyedia layanan. Kondisi ini berpotensi
merugikan konsumen karena posisi tawar konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha. Pasal 18
UU No. 8 Tahun 1999 melarang klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada
konsumen.

Urgensi Penelitian

• Terjadi potensi konflik norma antara Peraturan Bappebti Nomor 12 Tahun 2022 dengan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana pengaturan klausula eksonerasi dalam

perjanjian robot trading berdasarkan Peraturan

Bappebti Nomor 12 Tahun 2022?

2. Apakah klausula eksonerasi dalam perjanjian robot 

trading sesuai dengan sistem hukum perlindungan
konsumen di Indonesia?
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Metode
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
(normative legal research) dengan menerapkan Pendekatan
Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual
(Conceptual Approach), Pendekatan Analitis (Analytical Approach).
Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan Bappebti Nomor 12
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Penyampaian Nasihat
Berbasis Teknologi Informasi. Bahan hukum sekunder seperti literatur,
artikel jurnal, buku hukum, dan pendapat ahli yang mendukung
penelitian ini. Analisis dilakukan secara deduktif melalui metode
penafsiran gramatikal, sistematis, dan argumentatif untuk menilai
kesesuaian norma serta mengidentifikasi konflik norma.
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Hasil
Pengaturan Klausula Eksonerasi dalam Robot Trading

• Perjanjian robot trading menggunakan kontrak elektronik berbentuk perjanjian baku.

• Dalam kontrak tersebut ditemukan klausula eksonerasi yang membatasi atau mengalihkan
tanggung jawab pelaku usaha.

• Peraturan Bappebti No. 12 Tahun 2022 memberikan ruang penggunaan klausula pembatasan
tanggung jawab sepanjang memenuhi prinsip transparansi.

• Pasal 18 UUPK melarang klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada
konsumen.

Contoh:

"Segala risiko kerugian investasi menjadi tanggung jawab pengguna.“

Kesimpulan:

Terdapat perbedaan pengaturan mengenai klausula eksonerasi antara regulasi sektoral dan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen.
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Pembahasan
Analisis Klausula Eksonerasi dalam Robot Trading

• Klausula eksonerasi merupakan klausula yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab
pelaku usaha kepada konsumen.

• Peraturan Bappebti No. 12 Tahun 2022 memberikan ruang penggunaan klausula pembatasan
tanggung jawab sepanjang memenuhi prinsip transparansi.

• Namun, Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 melarang klausula yang mengalihkan tanggung jawab
pelaku usaha kepada konsumen.

• Dalam kontrak robot trading, konsumen berada pada posisi yang lebih lemah karena tidak
memiliki kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian.

Kesimpulan Analisis:

• Terdapat potensi ketidaksesuaian antara klausula eksonerasi dalam perjanjian robot trading
dengan prinsip perlindungan konsumen.
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Pembahasan
ANALISIS KONFLIK NORMA DAN IMPLIKASI HUKUM

• Peraturan Bappebti No. 12 Tahun 2022 Memungkinkan pembatasan tanggung jawab pelaku usaha
(dengan prinsip transparansi)

• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Melarang pengalihan tanggung jawab pelaku
usaha kepada konsumen)

KONFLIK NORMA VERTIKAL

Penyelesaian:
Lex Superior Derogat Legi Inferiori

(Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah)

Implikasi Hukum:

• Ketentuan dalam UUPK harus diutamakan karena memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki
peraturan perundang-undangan.

• Klausula eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen berpotensi dinyatakan
batal demi hukum.

• Pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen.

• Diperlukan harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen.
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Temuan Penting Penelitian
• Klausula eksonerasi masih digunakan dalam perjanjian robot trading

sebagai instrumen pembatasan tanggung jawab pelaku usaha.

• Peraturan Bappebti No.12 Tahun 2022 memberikan ruang penggunaan
klausula tersebut sepanjang memenuhi prinsip transparansi.

• Pasal 18 UUPK secara tegas melarang pengalihan tanggung jawab
pelaku usaha kepada konsumen.

• Terjadi konflik norma secara vertikal antara regulasi sektoral dan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

• Berdasarkan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, ketentuan UUPK
harus diutamakan sehingga klausula eksonerasi yang bertentangan
dengan UUPK berpotensi batal demi hukum.
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Manfaat Penelitian
Manfaat Teoretis

• Menambah kajian hukum mengenai klausula eksonerasi dalam perjanjian robot trading.

• Memberikan analisis mengenai hubungan antara hukum perlindungan konsumen dan regulasi
perdagangan berjangka berbasis teknologi.

• Menjadi referensi akademik dalam penyelesaian konflik norma pada sistem hukum Indonesia.

Manfaat Praktis

Bagi Konsumen/Investor

• Memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap klausula yang merugikan
konsumen.

Bagi Pelaku Usaha

• Menjadi pedoman dalam penyusunan perjanjian robot trading yang sesuai dengan ketentuan
hukum.

Bagi Regulator

• Menjadi bahan evaluasi untuk harmonisasi regulasi sektoral dengan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen guna menciptakan kepastian hukum.
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